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PERJANJIAN KERJA SAMA
antara

KEMENTERIAN  PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

dengan
PT  PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk




NOMOR  KEMHAN
: ...............................................



NOMOR PGN   
: ...............................................
TENTANG

PEMAKAIAN, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN  GAS
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Perjanjian Kerja Sama tentang Pemakaian, Penagihan dan Pembayaran Gas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Sepuluh (23-12-2010) bertempat di Jakarta, oleh dan antara:
I
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Laksamana Muda TNI Mochamad Jurianto, SE, selaku Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/573/M/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat,  selanjutnya disebut Pihak Kesatu;
II
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Hendi Prio Santoso, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan RUPSLB Nomor 51 tanggal 13 Juni 2008, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 20 Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pihak Kedua.  
Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai  “Pihak“ dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak“.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Bahwa Pihak Kesatu adalah salah satu Institusi Negara yang memanfaatkan Gas dari Pihak Kedua, dimana pembayaran tagihan Gas menjadi beban dan tanggung jawab Negara;

b.
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang usaha transportasi dan distribusi gas bumi di Indonesia;
c.
Bahwa Para Pihak bermaksud menjalin kerjasama dalam pembayaran tagihan Gas secara terpusat untuk pemakaian Gas di instansi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan termasuk Tentara Nasional Indonesia yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pihak Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Perjanjian ini;

d.
Bahwa sumber dana untuk pembayaran tagihan Gas di instansi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan termasuk Tentara Nasional Indonesia yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pihak Kesatu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan;

e.
Bahwa Para Pihak tunduk pada peraturan yang berlaku berkaitan dengan penyaluran dan pembayaran tagihan Gas di lingkungan masing-masing, baik di lingkungan Pihak Kesatu maupun di lingkungan Pihak Kedua.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
Pasal  1
Dasar Perjanjian
(1) Dasar penyusunan Perjanjian dari Pihak Kesatu :
a.
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor : 630/KMK/06/2004/MOU/04/M/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja lain-lain di lingkungan Dephan dan TNI.

b.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/2005 tanggal 13 Juni 2008.
c.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Sistem Keuangan Negara di lingkungan Dephan dan TNI.

d.
Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : SKEP/1062/XII/2005 tanggal 
22 Desember 2005 tentang Prosedur Pelayanan Daya dan Jasa LGA di lingkungan Dephan dan TNI.

e.
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan Nomor : JUKLAK/34/XII/2009/DJRen tanggal 18 Desember 2009 tentang Prosedur Administrasi pencocokan dan penelitian serta pembayaran anggaran terpusat  LTGA di lingkungan Dephan dan TNI.  
(2)
Dasar penyusunan Perjanjian dari Pihak Kedua : 

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
(LN  Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4152).
b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
(LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN  Nomor 4297).
c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756).
d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 274).
e. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 03/P/BPH MIGAS/1/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
f.  
Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Nomor 51 tanggal 13 Juni 2008.
g. Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 003605.K/PP.00/UT/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Penerapan Jaminan Pembayaran untuk Pelanggan sebagaimana terakhir diubah melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 015000.K/KU.01.01/UT/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 003605.K/PP.00/UT/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Penerapan Jaminan Pembayaran untuk Pelanggan.
h. Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 003606.K/PP.00/UT/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Pedoman Berlangganan Gas.
i.  
Bukti Berlangganan Gas, Ketentuan Umum Pelanggan Rumah Tangga (Lampiran 1 Perjanjian), Ketentuan Umum Pelanggan Kecil (Lampiran 2 Perjanjian) dan Ketentuan Umum Pelanggan Industri Jasa dan Komersial Umum (Lampiran 3 Perjanjian). Ketentuan Umum-Ketentuan Umum sebagaimana dimaksud selanjutnya secara bersama-sama disebut Ketentuan Umum.
Pasal 2
Pengertian
(1) Setiap istilah yang diawali dengan huruf besar memiliki arti yang sama sesuai definisi sebagaimana diatur dalam Bukti Berlangganan Gas atau Ketentuan Umum kecuali diartikan lain dalam Perjanjian ini.
(2) Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :
a. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang memuat uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rician kegiatan, rincian penarikan tiap-tiap tahun serta pendapatan yang diperkirakan oleh Kementerian Negara atau Lembaga.
b. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
c. Pencocokan dan Penelitian (“Coklit”) adalah kegiatan mencermati dan mengamati oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua atas data tagihan yang telah ditandatangani oleh Kepala Area Penjualan dan Layanan Pihak Kedua setempat dan Satuan Pembina Teknis (“Satbinnis”).
d. Tim pencocokan dan penelitian (“Tim Coklit”) adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pihak Kesatu yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, pembina fungsi teknis, pembina fungsi anggaran dan keuangan serta Pihak Kedua.
e. Otorisasi adalah kewenangan yang dimiliki pejabat tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat kepada pengeluaran dan atau penerimaan uang atau barang milik negara.

Pasal 3
Lingkup Perjanjian
(1)
Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pemakaian dan pemanfaatan Gas dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bukti Berlangganan Gas serta Ketentuan Umum.
(2)
Pembayaran atas pemakaian Gas akan dilakukan secara terpusat oleh Pihak Kesatu   sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. 
(3)
Dalam keadaan mendesak dan berdasarkan hasil analisa untuk meminimalkan risiko kebocoran yang mungkin timbul sebagai akibat kerusakan pada Pipa Instalasi, Pihak Kedua atas permintaan Pihak Kesatu dapat melaksanakan rehabilitasi/perbaikan/peremajaan Pipa Instalasi ataupun reinstalasi pada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI atas biaya beban Negara yang dibayarkan melalui tagihan terpusat anggaran LTGA.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum pada Pasal-pasal Perjanjian ini :

(1) Ketentuan Umum Pelanggan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian, untuk jenis pelanggan Rumah Tangga;

(2) Ketentuan Umum Pelanggan Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian, untuk jenis Pelanggan Kecil;

(3) Ketentuan Umum Pelanggan Industri Jasa dan Komersial Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian, untuk jenis Pelanggan Industri Jasa dan Komersial Umum.
Pasal 5

Alokasi Biaya Pemakaian Gas 
(1)
Biaya pemakaian Gas yang digunakan oleh Pihak Kesatu bersumber dari anggaran terpusat Pihak Kesatu.

(2) Pihak Kesatu harus memastikan bahwa anggaran untuk pembayaran atas pemakaian Gas mencukupi  untuk pemakaian Gas selama satu tahun. 
(3) Apabila alokasi biaya pemakaian Gas pada tahun berjalan tidak mencukupi, maka  kekurangannya harus dibebankan pada tahun anggaran berikutnya, dengan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.
Pasal 6
Penagihan

(1) Pihak Kedua akan memberikan informasi tagihan serta data tagihan yang harus ditandatangani oleh Kepala Area Penjualan dan Layanan Pihak Kedua setempat dan Satbinnis Pihak Kesatu.
(2) Pihak Kedua akan mengirimkan informasi tagihan pemakaian Gas dan data tagihan bulan pemakaian kepada Pihak Kesatu setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3) Data tagihan harus ditandatangani oleh Satbinnis Pihak Kesatu dan dikembalikan kepada Kepala Area Penjualan dan Layanan Pihak Kedua setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh). 
(4) Apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka penerimaan paling lambat data tagihan yang telah ditandatangani Satbinnis Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diundur pada hari kerja berikutnya.
(5) Apabila Pihak Kesatu tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (3) atau (4) di atas, maka Pihak Kedua akan menutup aliran Gas sampai dengan Pihak Kedua menerima data tagihan yang telah ditandatangani oleh Satbinnis Pihak Kesatu.
Pasal 7
Pelaksanaan Pembayaran

(1) Para Pihak akan melakukan Coklit atas tagihan pemakaian Gas dalam  
satu Tahun selambat-lambatnya pada bulan Pebruari Tahun berikutnya.
(2) Pihak Kedua akan menyampaikan data pendukung pembayaran berupa :
a. Surat permohonan pembayaran dari Pihak Kedua;

b. Berita Acara yang telah ditandatangani lengkap oleh Tim Coklit; 
c. Kuitansi.
(3) Mengacu kepada Otorisasi, pembayaran tagihan Gas kepada Pihak Kedua dilaksanakan setiap Tahun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dilaksanakannya Coklit.  

(4) Apabila Pihak Kesatu  tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) di atas, maka Pihak Kedua akan melakukan penutupan aliran Gas sampai dengan Pihak Kedua menerima pembayaran pemakaian Gas dari Pihak Kesatu dan tidak akan memberlakukan ketentuan denda sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum.
(5) Pembayaran dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan langsung dari Rekening Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan kepada Rekening Pihak Kedua yang dibayar melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

(6) Untuk pelaksanaan pembayaran pemakaian Gas berdasarkan Perjanjian ini, 
Pihak Kedua tidak memberlakukan ketentuan mengenai Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum.
(7) Harga Gas yang berlaku dalam Perjanjian ini akan mengacu pada Keputusan Direksi PGN yang berlaku dengan tetap memperhatikan kriteria jenis pelanggan sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Perjanjian ini. Apabila terjadi perubahan harga Gas, maka  Pihak Kedua akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kesatu dan perubahan harga Gas tersebut akan diberlakukan secara langsung kepada Pihak Kesatu tanpa membuat amandemen terhadap Perjanjian. Pemberitahuan tertulis tersebut mengikat Para Pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
Pasal 8
Jangka Waktu Perjanjian
(1)
Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan. 
(2) Jangka waktu Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun berikutnya pada setiap berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) atau perpanjangannya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.  

Pasal  9
Pengakhiran dan/atau Pemutusan Perjanjian
(1) Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
(2) Perjanjian berakhir apabila :

a. Para Pihak secara tertulis sepakat untuk tidak memperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8 Perjanjian;

b. Para Pihak secara tertulis sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) Pasal 8 Perjanjian;

c. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar/Force Majeure selama 12 (dua belas) Bulan secara terus menerus;

d. Pihak Kedua dinyatakan pailit sesuai keputusan pengadilan atau Pihak Kesatu dibubarkan oleh Pemerintah melalui suatu Keputusan/Peraturan Presiden atau yang setingkat.

(3) Pihak Kedua dapat memutuskan Perjanjian apabila :
a. Pihak Kesatu tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian;

b. Pihak Kesatu tidak melaksanakan ketentuan mengenai harga Gas;
c. Pihak Kesatu tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian atau Ketentuan Umum.
(4) Pihak Kesatu dapat memutuskan Perjanjian apabila :
a. Penyerahan Gas kepada Pihak Kesatu tidak sampai pada Titik Penyerahan;
b. Pihak Kedua tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian atau Ketentuan Umum;
c. Pihak Kedua tidak menanggapi keluhan Pihak Kesatu.
(5) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, masing-masing Pihak tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian dan Pihak Kedua berhak melakukan pembongkaran Meter Gas dan fasilitas lainnya yang terkait milik Pihak Kedua.
(6) Pengakhiran atau pemutusan Perjanjian dengan alasan apapun tidak membatalkan atau mengurangi :
a. Hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum pengakhiran Perjanjian;
b. Kewajiban pembayaran Para Pihak yang terkait dengan Perjanjian;
c. Ketentuan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian.
Pasal  10
Penyelesaian Perselisihan
(1)
Apabila terjadi perselisihan baik mengenai pelaksanaan Perjanjian dan Bukti Berlangganan Gas maupun penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sejak salah satu Pihak menyampaikan keberatan atas pelaksanaan Perjanjian, Bukti Berlangganan Gas atau Ketentuan Umum. Pengaliran Gas kepada Pelanggan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Bukti Berlangganan Gas dan Ketentuan Umum.
(2)
Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka Pihak Kedua dan Pihak Kesatu sepakat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan di tempat kedudukan Pihak Kedua dimana perselisihan terjadi.
(3)
Sejak perselisihan disampaikan oleh salah satu Pihak untuk diselesaikan melalui pengadilan, Pihak Kedua akan menutup sementara pengaliran Gas kepada Pihak Kesatu. Apabila sampai dengan 12 (dua belas) Bulan sejak tanggal didaftarkannya gugatan di pengadilan belum terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka dengan pemberitahuan sebelumnya, Pihak Kedua berhak melakukan pembongkaran Meter Gas dan mengakhiri status berlangganan Gas Pihak Kesatu.






Pasal  11
Perubahan - Perubahan
(1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini harus dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen lainnya yang disepakati Para Pihak. Perubahan tersebut berlaku dan mengikat Para Pihak setelah disepakati dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari Para Pihak.
(2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengusulkan perubahan ketentuan dalam Perjanjian, maka Pihak termaksud harus mengajukan usulan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) Bulan sebelum tanggal berlakunya perubahan Perjanjian. 
(3) Amandemen Perjanjian harus ditandatangani selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan amandemen.
Pasal  12
Korespondensi
(1)
Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus disampaikan kepada Para Pihak yang bersangkutan pada alamat dan tujuan sebagai berikut : 

Pihak Kesatu :
Direktur Fasilitas dan Jasa
Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan-Kementerian Pertahanan
Telepon

:  021 - 3828776


Fax

:  021 - 3523059

Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta Pusat

Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan-Kementerian Pertahanan
Telepon

:  021 - 3832934
Fax

:  021 - 3832934
Jalan Budi Kemuliaan  Nomor 4-6 Jakarta Pusat
Pihak Kedua:
Direktur Pengusahaan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 20 Jakarta Barat 11140
Telepon

: 021 -  6334838, 6334848, 6334861
Fax

: 021 -  6333080
Dengan tembusan :
Direktur Keuangan 
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 20 Jakarta Barat 11140

Telepon

: 021 -  6334838, 6334848, 6334861
Fax

: 021 -  6333080
(2) Apabila salah satu Pihak mengganti atau mengubah alamatnya, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian.
Pasal  13
Lain-Lain
(1) Bukti Berlangganan Gas dan Ketentuan Umum sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat Para Pihak.
(2) Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan antara Perjanjian dengan Bukti Berlangganan Gas atau Ketentuan Umum, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian.

(3) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan saling berkoordinasi dengan itikad baik untuk bekerjasama sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing Pihak dalam pemanfaatan Gas untuk instansi di bawah Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Pasal  14
Penutup
Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kesatu dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk Pihak Kedua, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak. 
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam mendukung Pertahanan Negara. 

	Pihak Kedua
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	Hendi Prio Santoso
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